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Judul : Persepsi pustakawan tentang kode etik pustakawan di Perpustakaan
Universitas Muhammadiyah Makassar
Skripsi ini membahas tentang persepsi pustakawan tentang kode etik
pustakawan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan pokok
permasalahan: “Bagaimana persepsi pustakawan tentang kode etik pustakawan dan
bagaimana implementasi kode etik pustakawan dalam perilaku pustakawan di
perpustakaan universitas Muhammadiyah makassar “.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pustakawan tentang
kode etik  pustakawan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar dan
untuk mengetahui bagaimana implementasi kode etik pustakawan dalam perilaku
pustakawan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar.
Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah
Makassar Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Di samping itu penelusuran melalui berbagai dokumen atau bahan
pustaka yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang
tepat dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesi di pahami sebagai pedoman
yang digunakan sebagai pegangan dari sebuah profesi yang harus di ikuti oleh
anggotanya, sehingga dapat bekerja secara professional, bertanggung jawab dan dapat
memenuhi berbagai tujuan dari sebuah profesi walaupun pada
pengimplementasiannya terhadap dunia kerja yang sebenarnya masih kurang karena
masih adanya seorang pustakawan yang belum dan sama sekali tidak memahami kode
etik pustakawan.




Perpustakaan merupakan suatu satuan kerja organisasi, badan atau
lembaga. Satuan unit kerja tersebut dapat berdiri sendiri tetapi dapat juga
merupakan bagian dari organisasi yang lebih besar (Suwarno, 2009:34). Menurut
UU Perpustakaan No. 43 tahun 2007, perpustakaan merupakan institusi pengelola
koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan
sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian,
informasi, dan rekreasi para pemustaka. Sebuah perpustakaan memikul tanggung
jawab ilmiah, formal, moral, sosial dan material. Tanggug jawab adalah
menanggung semua beban yang diemban dan dipercayakan oleh pemberi mandat
dan pemegang otoritas dan sanggup menjawab atas pertanyaan yang berkaitan
dengan kepercayaan sebagaimana yang tercantum dalam mandat (Supriyanto,
2006: 256).
Seperti yang disebutkan dalam Al-qur’an ( Q.S At-Taubah : 102)
             
    
Terjemahnya :
“dan (ada pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka,
mereka mencampurbaurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain
yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
2Ayat di atas merupakan konsep pelaksanaan kode etik profesi secara baik
dan benar pustakawan tentu tidak diharapkan berlaku ganda, baik yang
berhubungan dengan pekerjaan maupun hal-hal lain diluar pekerjaannya seorang
pustakawan seharusnya mematuhi peraturan yang ada di dalam kode etik tersebut
karena sebagaimana diketahui bahwa kode etik merupakan pedoman atau
pegangan yang menjadi acuan moral bagi anggota profesi tersebut.
Pustakawan merupakan sebuah profesi pelayan masyarakat yang sangata
kode bernilai ibadah (Mathar, 2012: 44). Profesi membutuhkan tanggung jawab
besar yang mengharuskan para pemilik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian, keterampilan dan
pengetahuan yang diperoleh dari lembaga formal pendidikan atau pelatihan dalam
jangka yang lama untuk memberikan jasa kepada masyarakat. Keahlian tersebut
merupakan keahlian khusus karena hanya dimiliki oleh sekelompok orang yang
tergabung dalam sebuah profesi sehingga mereka mempunyai otonomi atas
profesinya. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi khawatir jika kelompok
professional itu bertingkah laku secara sewenang-wenang serta merugikan
kepentingan masyarakat. Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, maka dibuatlah
kode etik.
Kode etik profesi merupakan hasil produk dari etika terapan karena,
dihasilkan dari pemikiran etis dari suatu wilayah tertentu yaitu, profesi. Tapi
setelah kode etik ada, pemikiran etis tidak berhenti begitu saja. Kode etik tidak
menggantikan pemikiran etis, tetapi sebaliknya selalu di dampingi oleh refleksi
etis. Kode etik profesi yang sudah ada sewaktu-waktu harus dinilai kembali dan
3jika perlu direvisi atau disesuaikan. Hal itu bisa mendesak karena adanya
perubahan situasi.  Sebagai contoh dari perlunya dilakukan revisi terhadap sebuah
kode etik profesi dapat dilihat dari revisi terhadap kode etik pustakawan di inggris
yang diterbitkan oleh Library Association. Dimana pada sekitar tahun 1963
masalah sensor menjadi salah satu topik permasalahan pada saat itu sangat penting
sekali. Hal ini dianggap penting karena masalah sensor sangat berhubungan erat
dengan kode etik sebagai landasan awal menuju kebebasan informasi. Lalu
Library Association mulai untuk membentuk badan yang bertugas untuk
mendiskusikan tiga masalah ini yaitu sensor, kode etik profesi dan kebebasan
intelektual dalam memperoleh informasi. Supaya dapat berfungsi dengan
semestinya salah satu syarat mutlak dari dibuatnya sebuah kode etik profesi adalah
bahwa kode etik profesi dibuat oleh profesi itu sendiri, maksudnya adalah kode
etik profesi tersebut disusun oleh anggota profesi yang bersangkutan. Kode etik
profesi tidak akan efektif jika kode etik tersebut dibuat karena adanya intervensi,
campur tangan dan juga paksaan dari pihak lain di luar institusi yang bersangkutan
karena kode etik ini tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dan
dijunjung dalam kalangan anggota profesi itu sendiri.
Sebagai contoh di dalam kode etik profesi pustakawan di Amerika Serikat
yang dikeluarkan ALA (American Library Association) masalah freedom
intellectual yang menjadi  salah satu poin yang diatur di dalam nya, maka ketika
datang tekanan dari beberapa sekolah di Amerika serikat untuk mengeluarkan
buku-buku yang dianggap cabul, porno, menyinggung masalah politik, agama, ras
biasanya hal tersebut akan dijadikan pertimbangan sendiri dari pemerintah
4Amerika Serikat apakah buku-buku tersebut harus dikeluarkan dari rak-rak di
perpustakaan sekolah tersebut. Tetapi, beberapa kalangan lagi menganggap bahwa
penyensoran terhadap sebuah buku merupakan salah satu hal yang telah
melanggar hak seseorang untuk mendapatkan kebebasan intelektual, dalam hal ini
membatasi akses kepada pemustaka untuk mendaptkan bahan pustaka yang
mereka inginkan.
Hal ini karena berdasarkan supreme court yang telah dikeluarkan pada
tahun 1982 tentang undang-undang yang menyatakan bahwa tidak seharusnya
sebuah buku disensor karena adanya keberatan terhadap isi dari buku yang
bersangkutan. Biarkanlah masing-masing pribadi yang melakukan sensor terhadap
bahan bacaan yang akan dibaca oleh individu itu sendiri, dan janganlah pihak luar
ikut dalam hal tersebut. Hal ini sangat berbeda sekali dengan kode etik profesi
pustakawan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI)
karena kode etik tersebut terkesan tidak mampu digunakan sebagai swaproteksi
(perlindungan diri) dalam mempertahankan nilai-nilai atau ide-ide dari tekanan
dan gangguan dari pihak luar (dalam hal ini biasa gangguan dari pihak
pemerintahan atau organisasi di luar organisasi profesi tersebut) karena seperti ada
fenomena bahwa para pustakawan di Indonesia tidak mengetahui secara
mendalam apa isi dari kode etik profesi yang dikeluarkan oleh IPI, hal ini
berakibat pada tidak diresapinya nilai-nilai yang terkandang dalam kode etik
pustakawan ini. Salah satunya berakibat kepada tidak dapat digunakannya kode
etik profesi pustakawan ini untuk mempertahankan diri terhadap tekanan atau
gangguan dari pihak di luar perpustakaan. Kode etik profesi di Indonesia  tidak
5pernah digunakan sebagai alat untuk mempertahankan diri terhadap tindakan
tersebut. Karena salah satu isi dari kode etik pustakawan yang ada di Indonesia
yaitu, pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan
menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa memandang ras, agama, status sosial,
ekonomi, politik, gender kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Maka jika kita lihat secara tidak langsung kode etik profesi pustakawan
mendukung adanya tindakan-tindakan pembatasan dan pelanggaran terhadap
sebuah bahan pustaka apabila hal tersebut dirasa melanggar undang-undang.
Selain itu ada syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik berhasil
dengan baik adalah bahwa pelaksanaanya diawasi terus menerus. Pada umumnya
kode etik akan mengandung sanksi-sanksi  yang dikenakan pada pelanggar kode
etik tersebut. Kasus-kasus pelanggaran akan dinilai dan ditindak oleh suatu
“dewan kehormatan” atau komisi yang dibentuk khusus untuk menangani
masalah-masalah seperti itu karena tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya
perilaku yang tidak etis, sering kali kode etik berisikan juga ketentuan bahwa
professional berkewajiban untuk melapor, bila diketahui teman sejawat melanggar
kode etik tersebut. Ketentuan ini merupakan akibat logis yang terwujud dalam
kode etik, seperti kode etik itu berasal dari niat profesi untuk mengatur dirinya
sendiri, dengan demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan
kontrol terhadap pelanggarannya. Namun demikian, pada praktek sehari-hari
kontrol  semacam ini kerap tidak berjalan dengan baik. Karena adanya solidaritas
yang tertanam kuat dalam anggota-anggota profesi, seorang anggota profesi sering
kali merasa segan untuk melaporkan teman sejawatnya yang melanggar kode etik
6profesi tersebut tetapi dengan perilaku semacam itu, di mana solidaritas antar
kolega ditempatkan di atas etika profesi sehingga maksud yang sesungguhnya dari
sebuah kode etik tidak akan pernah tercapai, karena dari awal kode etik profesi
sudah seharusnya ditempatkan di atas segala pertimbangan lain.
Dengan adanya kode etik ini, pustakawan mempunyai alat yang dapat
dijadikan sebagai pedoman standar untuk memahami tanggung jawab dalam
melaksanakan tugasnya karena kinerja yang sesuai dengan standar dapat
meningkatkan citra dan status profesi pustakawan di masyarakat. Oleh karena itu,
sudah seharusnya pustakawan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah
Makassar melaksanakan pekerjaannya secara profesional berdasarkan kode
etiknya. Namun, pada pelaksanaanya masih banyak pustakawan yang belum tahu
tentang adanya kode etik tersebut, atau belum benar-benar mengerti tentang
penerapan kode etik. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat sebuah penelitian
dengan judul “Persepsi pustakawan tentang kode etik pustakawan di
perpustakaan muhammadiyah Makassar”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang  yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana persepsi pustakawan tentang kode etik pustakawan di
Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar?
2. Bagaimana implementasi kode etik pustakawan dalam perilaku
pustakawan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar?
7C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Definisi Operasional
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini dan untuk
memberikan penjelasan terhadap judul tersebut, maka penulis perlu
memberikan batasan definisi pada tiap-tiap kata pada judul “Persepsi
pustakawan tentang kode etik pustakawan di Perpustakaan Universitas
Muhammadiyah Makassar”  sebagai berikut:
a. Persepsi adalah sebagai suatu pendapat/tanggapan atau proses membuat
penilaian atau membangun kesan mengenai berbagai macam hal yang
terdapat di dalam lapangan penginderaan seseorang (Suwarno, 2009:52).
b. Pustakawan adalah seorang tenaga kerja bidang perpustakaan yang telah
memiliki pendidikan ilmu perpustakaan, baik melalui pelatihan, kursus,
seminar maupun dengan kegiatan sekolah formal (Suwarno, 2009:62).
c. Kode etik pustakawan adalah sebuah pedoman atau standar kinerja
pustakawan dalam memberikan layanan di perpustakaan yang akan sulit
dievaluasi jika pedoman tersebut hanya dalam bentuk satuan moral tanpa
ada kesepakatan yang dibuat secara tertulis dan disepakati oleh seluruh
anggota komunitas (Mathar, 2012:72).
d. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak,
dan karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna
memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, peletaraian, iformasi, dan
reksreasi para pemustaka. (undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2007)
8Berdasarkan arti kata-kata yang telah penulis uraikan tersebut diatas,
maka definisi operasionalnya judul skripsi ini adalah suatu pendapat atau
tanggapan seseorang yang bekerja di bidang perpustakaan tentang
pedoman.atau standar kinerja pustakawan dalam memberikan layanan di
perpustakaan.
Secara umum, melalui rumusan judul tersebut di atas penulis bermaksud
ingin mengetahui pemahaman pustakawan yang bekerja di Perpustakaan
Universitas Muhammadiyah Makassar tentang persepsi atau pendapat
mengenai kode etik pustakawan.
2. Ruang Lingkup Penelitian
Dalam penelitian ini dilakukan selama satu bulan yakni pada tanggal 24
Oktober samapai 24 Nopember yang bertempat di Perpustakaan Universitas
Muhammadiyah Makassar. Objek dalam penelitian ini adalah pustakawan
yang bertugas di Perpustakaan Muhammadiyah Makassar.
D. KajianPustaka
Dalam membahas judul “Persepsi Pustakawan Tentang Kode Etik Pustakawan
di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar” ada beberapa buku atau
karya tulis yang penulis anggap relevan dengan objek penelitian ini antara lain
sebagai berkut:
1. Pustakawan Cinta dan Teknologi, yang ditulis oleh Blasius Sudarsono
menjelaskan mengenai  pejabat fungsional pustakawan dan teknologi.
92. Aksentuasi Perpustakaan dan Pustakawan, yang ditulis oleh Supriyanto
menjelaskan mengenai pengembangan perpustakaan dan peningkatan
eksistensi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI).
3. Psikologi Perpustakaan, yang ditulis oleh Wiji Suwarno menjelaskan
mengenai gambaran umum perpustakaan, persepsi dan jiwa perpustakaan.
4. Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan, yang ditulis oleh Wiji
Suwarno menjelaskan pelaksanaan kode etik dalam dunia pustakawan.
5. Manajemen dan Organisasi Perpustakaan, yang ditulis oleh Muh. Quraisy
Mathar menjelaskan mengenai organisasi perpustakaan yaitu organisasi
profesi dan struktur organisasi.
6. Antologi Kepustakawanan Indonesia, yang ditulis oleh Blasius Sudarsono
menjelaskan mengenai Dedikasi profesi kepustakawanan Indonesia.
7. Kepustakawanan Indonesia: Potensi dan tantangan, yang ditulis oleh Antonius
Bangun menjelaskan mengenai kepustakawanan indonesia dan kebijakasanaan
pemerintah.
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Latar belakang pemikiran yang mendasari lahirnya permasalahan diatas,
maka penulis dapat merumuskan tujuan dan manfaatnya sebagai berikut:
1. Tujan Penelitian
a. Untuk mengetahui persepsi pustakawan terhadap kode etik pustakawan di
Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar.
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b. Untuk mengetahui penerapan atau implementasi dari kode etik profesi
pustakawan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar sudah
sesuai dengan kode etik pustakawan.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
1) Bagi pustakawan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
wawasan, terkait dengan kode etik pustakawan.
2) Bagi peneliti, semoga hasil penelitian ini bermanfaat untuk mengasah
pengetahuan, terkait dengan teori-teori tentang kode etik pustakawan,
yang selama ini didapatkan di bangku perkuliahan
b. Manfaat Praktis
1) Bagi pustakawan, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan
kinerja pustakawan, khususnya tentang pemahaman kode etik
pustakawan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar.
2) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai
sarana pengembangan penelitian di bidang ilmu perpustakaan dan
memberikan pencerahan apabila penulis ingin mengadakan penelitian
lanjutan dalam kajian tentang kode etik pustakawan.
3) Bagi perpustakaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan
tingkat pengunjung perpustakaan karena para pustakawan  dapat
mengimplementasikan kode etik dalam dunia kerja mereka dan segala





Pustakawan menurut UU RI No 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan pasal
1 ayat (8) adalah seseorang yang memilki kompetensi yang diperoleh melalui
pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan
tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
Pustakawan termasuk ke dalam jabatan fungsional secara umum, kata pustakawan
merujuk pada kelompok atau perorangan dengan karya atau profesi di bidang
dokumentasi, informasi dan perpustakaan (sudarsono, 2006:78). Pustakawan
adalah seorang yang melaksanakan kegiatan fungsi perpustakaan, dokumentasi
dan informasi dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai
dengan ruang lingkup tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu pengetahuan
perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan
(Mathar, 2012: 83). Pustakawan dan perpustakaan memiliki masalah dalam tataran
persepsi publik sejak lama. Pekerjaan pustakawan sering dibandingkan dengan
profesi lain yang dianggap orang lebih mulia seperti seorang dokter.
Pandangan tradisional tentang seorang pustakawan adalah seorang yang
bekerja di perpustakaan yang secara rill merupakan sebuah tempat penyimpanan
buku dan sebagai “penjaga buku”. Kondisi sekarang ini masih tidak berbeda jauh
dari masa lalu meski sudah semakin banyak orang yang mengerti ilmu tentang
perpustakaan. Perpustakaan dan asosiasi perpustakaan mencoba untuk merubah
image negatif profesi pustakawan ini
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Pada tahun 1999 American Library Association (ALA) melakukan kontrak
dengan BSMG World Wide (sebuah LSM) untuk mengembangkan sarana layanan
publik. Mereka menyimpulkan persepsi umum tentang perpustakaan yaitu bahwa
orang Amerika itu sebenarnya suka dengan perpustakaan. Pandangan lain
menyebutkan bahwa pemustaka melihat perpustakaan sebagai hal yang langka dan
sumbernya sebagai hal yang terbatas dan sudah kuno. Mereka seolah-olah
menyamakan perpustakaan ini dengan museum. Dipihak lain banyak pustakawan
yang menyebut dirinya sebagai ahli informasi kerena mereka melaksanakan tugas
untuk mencari dan memberikan informasi yang diperlukan para pemustaka. Proses
pencarian informasi ini antara lain dilaksanakan dengan mendayagunakan
berbagai pangkalan data bibliografi baik yang dimiliki sendiri maupun mengakses
milik pihak lain. Untuk itu kemampuan dalam mengelola informasi merupakan
perkembangan cakupan tugas pustakawan. Sering pemustaka datang ke
perpustakaan tidak hanya sekedar ingin membaca buku atau mencari informasi.
Mereka memperlakukan pengetahuan untuk memecahkan permasalahan yang
mereka hadapi.
Pustakawan harus menempatkan dirinya pada posisi yang sesuai karena
tidak jarang pustakawan tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan pemustaka
perpustakaan tidak berdiri sendiri, karena bukan lembaga yang terpisah dari
kelembagaan lain disekitar. Maka, diperlukan identifikasi pengetahuan apa saja
yang dimiliki lembaga induk atau lembaga lain yang terikat. Dengan kata lain,
perlu dipetakan pengetahuan apa yang dimiliki lembaga induk atau lemabaga lain
yang terkait.
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B. Pustakawan dan Jabatan Fungsional
Berdasarkan SK MENPAN No. 18 Tahun 1988 profesi pustakawan,
khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diakui sebagai jabatan fungsional.
Pada mulanya persyaratan untuk memasuki jabatan ini adalah melalui pendidikan
formal ilmu perpustakaan, minimal D2 ilmu perpustakaan. Jabatan fungsioanal
tersebut terdiri dari 12 tingkatan berdasarkan SK MENPAN No. 33 Tahun 1988
jabatan fungsional pustakawn melalui dua jalur yaitu, Asisten Pustakawan
(ASPUS) dan pustakawan.
ASPUS yaitu bagi mereka yang memiliki ijazah D2. Jabatan fungsional ini
hanya sampai pada pangkat III/d jika yang bersangkutan tidak melanjutkan
pendidikan ke jenjang S1, maka ia terhenti pada pangkat tersebut untuk pindah
dari ASPUS ke pustawan diperlukan pendidikan penyetaraan, kecuali bila bagi
mereka yang memiliki ijazah S1 ilmu perpustakaaan atau yang disetarakan.
PFP (Pejabat Fungsional Pustakawan) harus mengetahui dan mencermati
peraturan perundangan terkait dengan hidup perpustakaan dan pustakawan di
Indonesia. Minimal ada lima peraturan perundangan yang selayaknya dicermati
pustakawan selain UU perpustakaan yaitu:
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961, Tentang : Tugas
Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan dalam
Lingkungan Pemerintahan.
2. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah
Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (9 Agustus 1990).
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3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
(29 juli 2002).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (25 Maret 2008).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (30 April 2008).
Pangkat dan  jabatan yang merupakan sebuah ujian yang seharusnya
menjadi sebuah tanggungjawab profesi yang dilaksanaknan dengan baik.
Tanggungjawab tersebut biasanya dituangkan ke dalam bentuk kebijakan atau
aturan yang dimiliki oleh berbagai profesi yang beragam. Pangkat dan jabatan
fungsional pustakawan misalnya, tertuang dalam sebagian isi Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang
Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya :
1. Pasal 1  UU No.43 Tahun 2007
Pejabat fungsional pustakawan yang selanjutnya disebut pustakawan
adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak secara penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk melakukan kegiatan
kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi
instansi pemerintahan dan unit tertentu lainnya.
Kepustakawanan adalah ilmu dan profesi di bidang perpustakaan,
dokumentasi dan informasi.
Unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi adalah unit kerja yang
memiliki sumber daya manusia, ruangan khusus dan koleksi bahan pustaka
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sekurang-kurangnya terdiri dari 1000 judul dari berbagai disiplin ilmu yang
sesuai dengan jenis perpustakaan yang bersangkutan dan dikelola menurut
system tertentu.
Pustakawan tingkat terampil adalah pustakawan yang memiliki dasar
pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya Diploma II
perpustakaan, dokumentasi dan informasi atau Diploma bidang lain yang
disetarakan.
Pustakawan tingkat ahli adalah pustakawan yang memiliki dasar
pendidikan untuk pengangkatan pertama kali seredah-rendahnya sarjana
perpustakaan, dokumentasi dan informasi atau sarjana bidang lain yang
disetarakan.
Tim nilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang untuk membantu dalam penetapan angka kredit
pustakawan.
Angka kredit adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas
prestasi yang telah dicapai oleh seorang pustakawan dalam mengerjakan butir
rincian kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan
dan kenaikan pangkat/jabatan.
Pekerjaan kepustakawanan adalah kegiatan utama dalam lingkungan unit
perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang meliputi kegiatan pengadaan,
pengolahan dan pengelolaan bahan pustaka/sumber informasi, pendayagunaan
dan permasyarakatan informasi baik dalam bentuk karya cetak, karya rekam
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maupun multi media serta kegiatan pengkajian  atau kegiatan lain untuk
pengembangan perpustakaan, dokumentasi, termasuk pengembangan profesi.
2. Pasal 2 UU No.43 Tahun 2007
a. Jabatan fungsional pustakawan termasuk dalam rumpun arsiparis,
pustakawan dan yang berkaitan.
b. Jabatan fungsional pustakawan terdiri dari pustakawan tingkat terampil
dan pustakawan tingkat ahli.
c. Instansi Pembina jabatan fungsional pustakawan adalah perpustakaan
Nasional RI.
3. Pasal 3 UU No.43 Tahun 2007
a. Pustakawan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai
pelaksana penyelenggara tugas utama kepustakawanan pada unit-unit
perpustakaan, dokumentasi dan informasi pada instansi pemerintah.
b. Jabatan fungsional pustakawan adalah jabatan karir yang hanya dapat
diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai pegawai negri sipil.
4. Pasal 4 UU No.43 Tahun 2007
a. Tugas pokok pejabat fungsional pustakawan tingkat terampil meliputi
pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber
informasi, permasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.
b. Tugas pokok pustakawan tingkat ahli meliputi pengorganisasian dan
pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi serta pengkajian
pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.
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Unsur dan sub kegiatan yang dapat dinilai angka kreditnya, adalah:
1) Pendidikan, meliputi:
a) Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar
b) Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang kepustakawanan
serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan
(STTPP ) atau sertifikat.
2) Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber
informasi, meliputi:
a) Pengembangan koleksi
b) Pengolahan bahan pustaka
c) Penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka
d) Pelayanan informasi









(3) Analisis/kritik karya kepustakawanan
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(4) Penelaahan pengembangan dibidang perpustakaan,
dokumentasi dan informasi.
g) Pengembangan profesi, meliputi:
(1) Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perpustakaan,
dokumentasi dan informasi.
(2) Menyusun pedoman/petunjuk teknis perpustakaan, dokumentasi
dan informasi.
(3) Menerjemahkan buku dan bahan-bahan lain di bidang
perpustakaan, dokumentasi dan informasi.
(4) Melakukan tugas sebagai ketua kelompok/koordinator
pustakawan atau memimpin unit perpustakaan.
(5) Menyusun kumpulan tulisan untuk dipublikasikan
(6) Member konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep.
h) Penunjang tugas pustakawan, meliputi:
(1) Mengajar
(2) Melatih
(3) Membimbing mahasiswa dala penyusunan skiripsi, tesis,
disertasi yang berkaitan dengan ilmu perpustakaan, dokumentasi
dan informasi.
(4) Memberikan konsultasi teknis sarana dan prasarana
perpustakaan, dokumentasi dan informasi.
(5) Mengikuti seminar, lokakarya dan pertemuan bidang
kepustakawanan.
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(6) Menjadi anggota organisasi profesi kepustakawan
(7) Melakukan lomba kepustakawanan
(8) Memperoleh penghargaan/tanda jasa.
(9) Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.
(10) Menyunting risalah pertemuan ilmiah.
(11) Keikutsertaan dalam tim penilai jabatan pustakawan.
5. Pasal 6 UU No.43 Tahun 2007
a. Jenjang jabatan pustakawan tingkat terampil dari yang terendah
sampai dengan yang tertinggi, adalah:
1) Pustakawan pelaksana
2) Pustakawan pelaksana lanjutan
3) Pustakawan penyelia.
b. Jenjang pangkat pustakawan Sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai
dengan jabatan, adalah:
1) Pustakawan pelaksana:
a) Pengatur muda tingkat I golongan ruang II/b
b) Pengatur, golongan ruang II/c
c) Pengatur tingkat I, golongan ruang II/d
2) Pustakawan pelaksana lanjutan:
a) Penata muda, golongan ruang III/a
b) Penata muda tingkat I, golongan ruang III/b
20
3) Pustakawan penyelia:
a) Penata, golongan ruang III/c
b) Penata tingkat I, golongan ruang III/d
c. Jenjang jabatan pustakawan tingkat ahli dari yang terendah sampai





d. Jenjang pangkat pustakawan sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai
dengan jenjang jabatan, adalah:
1) Pustakawan pertama:
a) Penata muda, golongan III/a
b) Penata muda tingkat,golongan ruang III/b
2) Pustakawan muda:
a) Penata, golongan III/c
b) Penata tingkat I, golongan ruang III/d
3) Pustakawan madya:
a) Pembina, golongan IV/a
b) Pembina tingkat I golongan IV/b
c) Pembina utama muda, golongan ruang IV/d
d) Pembina utama muda, golongan ruang IV/c
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4) Pustakawan utama:
a) Pembina utama madya, golongan ruang IV/d
b) Pembina utama, golongan ruang IV/e.
6. Pasal 7 UU No.43 Tahun 2007
a. Rincian kegiatan pustakawan tingkat terampil sesuai dengan jenjang
jabatan, sebagai berikut :
1) Pustakawan pelaksana, yaitu :
a) Menghimpun alat seleksi bahan pustaka
b) Melakukan survey bahan pustaka
c) Membuat dan menyusun desiderata
d) Meriegisterasi bahan pustaka
e) Melakukan verifikasi data bibliografi
f) Melakukan katalogisasi sederhana
g) Melakukan katalogisasi salinan
h) Mengalihkan data bibliografi secara manual
i) Mengalihkan data bibliografi secara elektronis
j) Membuat kelengkapan bahan pustaka
k) Mengelola jajaran bahan pustaka
l) Merawat bahan pustaka dalam rangka pencegahan/preventif
m) Merawat bahan pustaka dalam rangka penanganan/treatment
n) Melakukan layanan sirkulasi
o) Melakukan layanan perpustakaan keliling
p) Menyediakan bahan pustaka koleksi setempat
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q) Mengumpulkan data untuk statistic
r) Melakukan publisitas
2) Pustakawan pelaksana lanjutan, yaitu :
a) Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana
operasional pengembangan koleksi.
b) Mengumpulkan data dalam rangka survey minat pemakai
c) Mengidentifikasi bahan pustaka dalam rangka penyiangan
bahan pustaka
d) Mengelola hasil penyiangan
e) Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana
operasional pengolahan bahan pustaka
f) Melakukan klasifiakasi sederhana
g) Mengelola data bibliografi dalam bentuk kartu catalog
h) Mengelola data bibliografi dalam bentuk basis data
i) Menyusun daftar tambahan pustaka
j) Membuat kliping
k) Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana
operasional penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka
l) Mengideifikasi bahan pustaka dalam rangka penyimpanan dan
pelestarian
m) Mereproduksi bahan pustaka kepustakaan kelabu
n) Mereproduksi bahan pustaka berupa buku
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o) Mengumpulkan data dala rangka menyusun rencana
operasional layanan informasi
p) Melakukan layanan bahan pustaka pandang dengar
q) Menyediakan bahan pustaka melalui silang layanan
r) Melakukan bimbingan membaca
s) Melakukan cerita pada anak-anak
t) Mengumpulkan data untuk tinjauan kepustakaan
u) Mengumpulkan data untuk inforamsi teknis
v) Mengelolah dan menyususn data satistik
w) Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana
operational penyuluhan
x) Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana
menyususn rencana operasional publisitas
y) Menyusun materi publisitas berbentuk berita, synopsis, brosur
dan leaflet
z) Menyusun materi publisitas berbentuk poster/gambar peraga
3) Pustakawan Penyelia, yaitu :
a) Megolah data dalam rangka menyusun rencana operasional
pengembangan koleksi
b) Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional
pengolahan bahan pustaka
c) Melakukan katalogisasi yang bersifat kompleks
d) Membuat anotasi
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e) Menyunting data bibliografi
f) Menyusun bibliogfrafi, indeks dan sejenisnya
g) Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional
penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka
h) Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional
layanan informasi
i) Melakukan layanan rujukan cepat
j) Melakukan penelusuran literature untuk bahan bacaan
k) Melakukan bimbingan pemakai perpustakaan
l) Membina kelompok pembaca
m) Menyebarkan informasi terbaru/kilat berbentuk lembar lepas
n) Menyebarkan informasi terseleksi berbentuk lembar lepas
o) Data dalam rangka menyusun rencana operasional penyuluhan
p) Melaksanakan penuluhan massal dengan cara menggunakan
alat    bantu audio visual tentang kegunaan dan pemanfaatan
perpustakaan
q) Melaksanakan penyuluhan missal tanpa alat bantu tentang
kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan, dokumentasi dan
informasi kepada pemakai perpustakaan
r) Melaksanakan penyuluhan tatap muka dalam kelompok tentang
kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan, dokumentasi dan
informasi kepada pemkai
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s) Melaksanakan penyuluhan perpustakaan tentang
pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi
kepada penyelenggara dan pengelola perpustakaan tingkat
kelompok
t) Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional
publisitas
u) Menyusun materi publisitas berbentuk slide, pandang dengar
v) Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional
pameran
w) Menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan pameran.
C. Definisi kode etik
1. pengertian kode etik
“Menurut Frans Magnis Suseno (1989) mendefinisikan bahwa kode etik
adalah pedoman atau pegangan yang ditaati dan diperlakukan oleh para
anggota profesi agar kepercayaan para klien/pasien tidak disalahgunakan.
Kode etik merupakan kumpulan kewajiban yang mengikat para pelaku
profesi itu dalam mempraktekannya”.
Sedangkan menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-
pokok kepegawaian, pasal 28 menyatakan bahwa “ Pegawai Negeri Sipil
mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di
dalam dan di luar kedinasan. Selanjutnya dalam penjelasan undang-undang
tersebut dinyatakan bahwa dengan adanya kode etik pegawai negeri sipil
sebagai aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat mempunyai
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pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya
dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 kode etik adalah
pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai negeri sipil dalam
melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.
Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kode etik
adalah pedoman sikap, tingkah laku  dan kumpulan kewajiban yang mengikat
anggotanya dalam melaksanakan tugas profesinya.
2. Tujuan kode etik pustakawan
Adapun tujuan kode etik yaitu :
a. Menjaga martabat dan moral profesi
b. Memelihara hubungan anggota profesi
c. Meningkatkan pengabdian anggota profesi
d. Meningkatkan mutu profesi
e. Melindungi masyarakat pemustaka
3. Penetapan kode etik
Kode etik adalah salah satu cirri dan kelengkapan suatu profesi
(Hermawan, 2006:86). Setiap profesi yang bekerja secara professional mutlak
memiliki kode etik. Kode etik berisi kewajiban-kewaiban yang harus dipatuhi
oleh para anggota profesi. Kode etik suatu profesi tidak dapat ditetapkan oleh
pihak luar misalnya,  pemerintah, melainkan harus ditetapkan oleh para
anggota profesi itu sendiri, yang bergabung dalam organisasi profesinya.
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Penetapan kode etik suatu profesi, lazimnya digunakan pada suatu acara
tertentu misalnya, dalam kongres organisasi profesi. Penetapan kode etik suatu
profesi tidak dapat dilakukan secara perorangan melainkan harus dilakukan
oleh orang-orang yang diutus khusus untuk itu, dan atas nama organisasi
profesi itu. Semua orang yang menjalankan pekerjaan profesi itu dan
tergabung dalam organisasi profesi secara otomatis terikat dengan kode etik
yang telah disepakati.
D. Kode Etik pustakawan Indonesia
1. Definisi kode etik pustakawan
Kode etik merupakan pedoman tingkah laku yang berisi ketentuan-
ketentuan yang harus ditaati oleh para profesional yang tergabung dalam suatu
organisasi dan juga sanksi atas pelanggaran yang terjadi didalam suatu
organisasi dan juga sanksi atas pelanggaran yang terjadi didalam suatu profesi
(sudarsono, 2006).  Hal inilah yang mendorong lahirnya kode etik profesi yang
merupakan bagian dari etika kerja yang menerapkan nilai etika terhadap
bidang kerja itu sendiri.
Kode etik pustakawan indonesia telah disusun oleh IPI (Ikatan Pustakawan
Indonesia) yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta sanksi untuk setiap
pelanggaran yang dilakukan dalam profesi pustakawan di indonesia. Kode etik
pustakawan bertujuan untuk mengatur kinerja pustakawan, hubungan antar
pustakawan bertujuan untuk mengatur kinerja pustakawan, hubungan antar
pustakawan,hubungan dengan pemustaka serta sejumlah unsur yang
berhubungan dengan profesi pustakawan itu sendiri (Mathar, 2012:73). Kode
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etik pustakawan dibuat dengan dilandasi oleh beberapa unsur, yang antara lain
adalah: seni, kepentingan, keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab,
humanisme dan kejujuran
Setiap organisasi wajib memiliki kode etik profesi yang berfungsi sebagai
acuan standar dalam melaksanakan pekerjaannya. Organisasi perpustakaan
telah memiliki kode etik pustakawan yang berhubungan dengan dunia
kepustakawanan itu sendiri.
2. Pembukaan Kode Etik
Dalam pembukaannya Kode Etik Pustakawan Indonesia terdiri dari tiga
alinea
a. Alinea Pertama
“ pustakawan Indonesia adalah seorang yang berkarya secara professional
di bidang perpustakaan dan dokumentasi, yang sadar pentingnya sosialisasi
profesi pustakawan kepada masyarakat luas dan perlu menyusun etika
sebagai pedoman kerja”.
Dalam alinea ini terdapat tiga pernyataan / penegasan IPI, sebagai berikut :
1) Batasan /definisi pustakawan
Berdasarkan batasan/definisi tersebut, IPI telah
menyatakan/menegaskan bahwa : pustakawan Indonesia tidak
membedakan antara pustakawan dari segi status PNS atau Non PNS
dengan demikian pustakawan terdiri dari PNS dan Non PNS dan status
pekerjaan pustakawan yaitu profesi di bidang perpustakaan dan
dokumentasi.
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2) Perlunya etika profesi sebagai pedoman kerja
Dengan adanya kode etik ini diharapkan martabat dan moral
pustakawan tetap terjaga dan pengabdian kepada masyarakat bangsa
dan Negara dapat ditingkatkan sehingga pustakawan akan mendapat
dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dalam menjalankan
tugasnya.
b. Alinea kedua
“Dialam keterbukaan informasi, perlu ada kebebasan intelektual dan
memperluas akses informasi bagi kepentingan masyarakat luas pustakawan
ikut melaksanakan kelancaran arus informasi dan pemikiran yang
bertanggung jawab bagi keperluan generasi sekarang dan yang akan
datang. Pustakawan berperan aktif melaksanakan tugas sebagai pembawa
perubahan dan meningkatkan kecerdasan masyarakat untuk mengantisipasi
perkembangan dan perubahan di masa datang”
Alinea kedua berisi landasan /acuan dasar yang harus dijadikan
pedoman    oleh pustakawan, sebagai berikut :
1) Perlunya kebebasan intelektual bagi pustakawan dalam melaksanakan
tugas dan pengabdiannya
Pernyataan ini mengandung makna bahwa di alam keterbukaan
informasi seperti sekarang ini, pustakawan dalam melaksanakan tugas
danfxfxcbe pengabdiannya perlu diberikan kebebasan intelektual.
2) Pustakawann hendaknya memperluas akses informasi bagi kepentingan
masyarakat
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Pernyataan ini mempunyai arti bahwa informasi sangat dibutuhkan
oleh masyarakat. Pustakawan sebagai seorang professional di bidang
perpustakaan dan informasi harus mempunyai kemampuan untuk
memperluas akses dan mendistribusikan informasi untuk kepentingan
masyarakat.
3) Pustakawan wajib ikut berperan dalam menciptkan kelancaran arus
infomasi
Pernyataan ini mengandung arti bahwa pustakawan sekarang ini
harus berperan dalam menciptakan kelancaran arus informasi untuk
kepentingan masyarakat, tetapi tetap harus bertanggung jawab, agar
informasi yang disediakannnya tidak menimbulkan dampak negatif bagi
generasi sekarang maupun akan datang.
4) Pustakawan harus berfungsi sebagai agen perubahan(agent of
changes)
Maksud dari pernyataan ini adalah agar pustakawan dalam melaksanakan
tugasnya dapat berfungsi sebagai agen perubahan.
c. Alinea ketiga
“ prinsip yang tertuang dalam kode etik ini merupakan kaidah umum
pustakawan indonesia”.
Alinea ketiga menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung
dalam kode etik pustakawan Indonesia adalah berfungsi sebagai kaidah




a. Kewajiban kepada bangsa dan Negara
“ pustakawan menjaga martabat bangsa dan moral serta mengutamakan
pengabdian dan tanggung jawab kepada instansi tempat bekerja , bangsa dan
negara”.
b. Kewajiban kepada masyarakat
“ pustakawan  melaksanakan pelayanan perrpustakaan dan informasi kerpada
setiap pengguna secara cepat, tepat dan akurat sesuai prosedur pelayanan
perpustakaan, santun dan tulus”.
c. Kewajiban kepada profesi
“ pustakawan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Ikatan Pustakawan Indonesia dan Kode Etik Pustakawan Indonesia”.
d. Kewajiban kepada rekan sejawat
“ pustakawan memperlakukan rekan sekerja berdasarkan sikap saling
menghormati dan bersikap adil kepada rekan sejawat serta berusaha meningkatkan
kesejahteraan mereka”.
e. Kewajiban kepada pribadi
“ pustakawan menghindarkan diri dari penyalugunaan fasilitas perpustakaan untuk
kepentingan pribadi, rekan sekerja dan pengguna tertentu”.
Kode etik pustakawan Indonesia meminta agar seluruh pustakawan
melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan,
kemampuan dan profesionalisme. Kewajiban ini dimaksudkan agar pustakawan
dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan dan
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memperluas pengetahuan, kemampuan pustakawan dapat dilakukan berbagai
upaya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, secara formal
maupun informal. Secara informal pustakawan dapat belajar melalui media, baik
media cetak maupun media elektronik sedangkan secara formal, pustakawan dapat
mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi di bidang kepustakawan.
Setiap Pustakawan Indonesia mempunyai tanggungjawab moral untuk
melaksanakan Kode Etik ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan:
1. Pasal 35 UU RI Nomor 43 Tahun 2007
Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan:
a. Menetapkan dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
b. Menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan
c. Memberi  perlindungan hukum kepada pustakawan
d. Menjalin kerja sama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat daerah,
nasional dan internasional.
2. Pasal 36 UU RI Nomor 43 Tahun 2007
a. (1)  Kode etik sebagaimana dimaksud pasal 35 huruf b berupa norma atau
aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga
kehormatan, martabat, citra dan profesionalitas.
b. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat secara spesifik
sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakkan kode etik.
3. Pasal 37 UU RI Nomor 43 Tahun 2007
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a. (1)  Penegakkan kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2)
dilaksanakan oleh majelis kehormatan pustakawan yang dibentuk oeh
organisasi profesi.
b. Ketentuan lebih lanjut mengeai organisasi profesi pustakawan diatur
dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
E. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia
(IPI)
Menyadari bahwa profesi, keahlian dan keterampilan pustakawan Indonesia
dengan segala kaitannya pelu ditingkatkan dengan menghimpun pustakawan
Indonesia dalam organisasi profesi, maka dengan ini dibentuklah Ikatan
Pustakawan Indonesia, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:
BAB I
NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU
Pasal 1
Nama
Organisasi ini bersama Ikatan Pustakawan Indonesia, disingkat IPI.
Pasal 2
Kedudukan
Ikatan Pustakawan Indonesia berkedudukan d Ibukota Negara Republik Indonesia.
Pasal 3
Waktu
Ikatan Pustakawan Indonesia didirikan di Ciawi, Bogor pada tanggal 6 juli 1973





1. Anggota Ikatan Perpustakaan Indonesia terdiri dari :
b) Anggota Biasa :
c) Anggota Luar Biasa;
d) Anggota Kehormatan;
1) Anggota Biasa adalah :
Warga Negara Indonesia yang berpendidikan dan berpengalaman di
bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi (pusdokinfo).
2) Anggota Luar Biasa Adalah :
Warga Negara yang tidak berlatar belakang pendidikan dan pelatihan
pusdokinfo dan  atau tidak berprofesi di bidang pusdokinfo.
3) Anggota Kehormatan adalah :
a) Mantan anggota Pengurus atau Badan Pembina yang karena jasanya
kepada IPI diangkat sebagai Anggota Kehormatan;
b) Anggota kehormatan ditingkat Pusat ditetapkan oleh Kongres atau usul
Pengurus Pusat;
c) Anggota kehormatan ditingkat Daerah ditetapkan oleh Musyawarah
d) Daerah atau usul Pengurus Daerah.
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Pasal 16
Hak dan Kewajiban Anggota
1. Anggota Biasa mempunyai hak suara, bicara, memilih dan dipilih.
2. Anggota Kehormatan dan Anggota Luar Biasa mempunyai
3. Seluruh anggota wajib mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,
Kode Etik Pustakawan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh
pengurus.
4. Setiap anggota wajib membayar uang pangkal dan iuran anggotan.
Pasal 17
Hilangnya Keanggotaan dan Membela Diri
1. Keanggotaan seseorang, Badan atau Lembaga dinyatakan hilang jika yang
bersangkutan :
a. Mengundurkan diri;
b. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
c. Melakukan perbuatan yang merugikan organisasi;
d. Meninggal dunia atau bubar bagi Badan dan Lembaga.
2. Anggota yang diberhentikan dengan hubungan pasal 17 ayat (1) huruf b dan
huruf c di atas mempunyai hak membela diri.
BAB VIII




Anggaran dasar ini dapat di ubah oleh Kongres dengan persetujuan sekurang-
kurangnya separuh lebih satu dari jumlah suara.
Pasal 22
Perubahan Organisasi
1. Pembubaran Organisasi IPI hanya dapat dilakukan oleh Kongres dengan
persetujuan dua pertiga dari jumlah Daerah




1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.
2. Dalam keadaan luar biasa pengurus pusat dapat mengambil kebijakansanaan
dan dipertanggungjawabkan pada kongres





a. Bentuk : buku terbuka, alat peraga berupa pita film dan
piringan hitam, obor dan nama ikatan pustakawa Indonesia dalam tali ikatan
segi lima
b. Warna Dasar : kuning emas
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c. Warna Gambar :
1) Buku : putih
2) Piringan : hijau
3) Pita film : hitam
4) Obor : hitam
Lingkaran luar berarti kesatuan tekad organisasi dalam mencapai tujuan.
Segi lima berarti pembinaan pesngembangan lima fungsi utama perpustakaan,
yaitu pendidikan, penelitian, informasi, rekreasi dan pelestarian. Obor berarti
penyuluhan dalam usaha mencerdaskan bangsa.
2. Bendera
Warna dasar merah hati (maron) dan lambang terletak di tengah serta ukuran
bendera 150 cm (panjang) dan 100 cm (lebar)
BAB V
HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 6
1. Hak-hak Anggota
a. Mendapatkan perlindungan hukum dari organisasi
Menyampaikan pendapat secara tertulis ataupun lisan untuk perbaikan
organisasi
b. Memperoleh publikasi/informasi dari pengurus organisasi sesuai
ketentuan yang berlaku
c. Mendapatkan penjelasan secara lisan ataupun tertulis tentang program
kerja organisasi melalui pengurus
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d. Memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi didalam program kerja
pembinaan dan pengembangan yang diselenggarakan melalui mekanisme
yang ada




1. Pemberhentian keanggotaan karena pelanggaran atau perbuatan yang
merugikan organisasi dinyatakan dengan surat keputusan pengurus daerah
yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris pengurus daerah melalui
pengurus cabang
2. Sebelum dilakukan pemmberhentian anggota yang bersangkutan harus
diberitahu dan diberi kesempatan membela diri dalam waktu dua bulan
3. Tata cara membela diri ebagai berikut :
a. Anggota mengajukan pembelaan kepada pengurus daerah melalui
pengurus cabang secara tertulis dan lisan






1. Anggaran Rumah Tangga dapat diubah oleh Kongres
2. Keputusan perubahan Anggaran Rumah Tangga baru sah apabila disetujui
separuh lebih satu dari jumlah daerah
3. Untuk melaksanakan pembubaran organisasi harus dibentuk panitia




1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan
ditetapkan oleh pengurus pusat dalam peraturan organisasi






Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif
yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang
berdasarkan data-data, sehingga peneliti juga menyajikan dan  menganalisis data
(Muh. Nazir, 2005: 54). Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian
secara holistic dengan cara mendeskripsikan dalam format kata-kata dan bahasa,
pada suatu konteks khusus yang dialami dan dimanfaatkan berbagai metode
alamiah (Moleong, 2006: 6).
B. Waktu dan Tempat Penelitian
1. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan yakni dari tanggal 24 Oktober
2014 sampai dengan tanggal 24 November 2014, tetapi sebelum melakukan
penelitian, peneliti juga melakukan observasi terlebih dahulu terhitung mulai
tanggal 28 Januari sampai 24 Nopember  2014. Dalam tahap penelitian






































Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Perpustakaan
Universitas Muhammadiyah Makassar yang berada di Jalan Sultan Alauddin
No. 259 Makassar.
C. Sumber Informasi
Yang menjadi sumber informasi atau informan dalam penelitian ini
adalah Pustakawan yang bekerja di perpustkakaan universitas muhammadiyah
Makassar dalam UU Perpustakaan No. 43 Tahun 2007 disebutkan bahwa
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pengertian pustakawan adalah seseorang yang memilki kompetensi yang
diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta
mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan
pelayanan perpustakaan.
Tabel 2
Nama- nama informan dalam Penelitian
NO NAMA JABATAN




3 Magfirah S.Ip Bag. Referensi
D. Sumber data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan
pihak-pihak terkait sehubung dengan penelitian ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu
dengan menelah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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E. Metode pengumpulan data
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :
1. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung yang dianggap dapat
memberikan keterangan yang perlukan dalam pembahasan objek penelitian.
Oleh sebab itu, dengan melalui teknik ini penulis melakukan wawancara
langsung terhadap responden agar menjawab pertanyaan-pertanyaan lisan
yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dengan tujuan untuk
melengkapi data pokok.
2. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-
dokumen (arsip) maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan
permasalahan yang akan dikaji. Dalam pengumpulan data yang digunakan
teknik dokumentasi, peneliti akan mengumpulkan semaksimal mungkin data-
data pendukung, sehingga hal tersebut memudahkan penulis untuk
menjelaskan dan mengguraikan berbagai hal terkait, agar keabsahan dan
kemurnian dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
3. Observasi (Pengamatan)
Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2010: 310), mengemukakan bahwa observasi
merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari
berbagai proses sedangkan menurut (Surwono, 2006: 224), Observasi adalah
melakukan pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, objek-
objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung
penelitian yang sedang dilakukan.
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F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data
Pengolahan data adalah suatu cara mengorganisasikan data sedemikian
rupa sehingga dapat dibaca dan ditafsirkan. Teknik pengolahan dan analisis data
dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif,  merupakan teknik pengolahan
data yang bersifat nonstatistik.
Huberman dan Miles mengajukan model analisis data yang disebutnya
sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yaitu:
1. Reduksi data
Reduksi data yang diartikan sebagai proses pemilihan, pengabstarakan dan
transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari
lapangan. Tahap reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga
pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang di kode, dibuang pola-
pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebut, cerita-cerita apa
yang berkembang merupakan pilihan-pilihan analitis. Dengan begitu, proses
reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, mengarahkan, membuang
data yang tidak diperlukan sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan
kesimpulan.
2. Penyajian data
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling
sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah
dengan teks yang bersifat naratif.
3. Verifikasi/ penarikan kesimpulan
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Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang
sebelumnya belum pernah ada.Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran
suatu omybjek yang sebelumnya masih belum jelas atau bahkan tidak jelas,
sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan
kausal atau interaktif maupun hipotesis atau teori.
G. Uji Keabsahan Hasil Penelitian
Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik
pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria
tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan
(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan
kepastian (confirmabilty), (Moleong, 2006 : 324).
Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik uji keabsahan hasil
penelitian atau teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu:
1. Perpanjangan Keikutsertaan
Sebagaimana sudah dikemukakan, peneliti dalam penelitian kualitatif
adalah instrument itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam
pengumpulan data. Pengamatan yang peneliti lakukan, tidak dilakukan dalam
waktu yang singkat, tetapi memerlukan waktu yang agak lama. Observasi
dilakukan mulai sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Nopember
2014, yaitu terhitung selama sepuluh bulan.
Dengan perpanjangan pengamatan ini pun, memungkinkan peneliti untuk
memperoleh derajat kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan karena
peneliti dapat menguji ketidakbenaran informasi dari informan. Dengan
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perpanjangan penelitian ini, maka data yang diperoleh  sudah sampai pada
titik jenuh.
2. Meningkatkan ketekunan/Keajegan
Pengamatan Meningkatkan ketekunan berarti mencari secara konsisten
interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan prosesanalisis yang
konstan atau tentatif. Ketekunan dalam meneliti dilakukan sejak awal saat
observasi di lokasi penelitian. Pengujian kredibilitas dengan meningkatkan
ketekunan ini dilakukan dengan cara peneliti membaca seluruh catatan hasil
penelitian secara cermat, sehingga dapat diketahui kesalahan dan
kekurangannya.
3. Kepastian
Kecukupan referensi digunakan sebagai alat untuk menampung dan
menyesuaikan data-data yang terkumpul untuk keperluan evaluasi. Selama
melakukan penelitian, peneliti mengumpulkan data-data melalui pengamatan
langsung, merekam hasil wawancara, dan mengambil foto dari latar
penelitian yang berhubungan dengan tema penelitian.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar
1. Sejarah Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar
Universitas Muhammadiyah Makassar adalah salah satu perguruan tinggi
Muhammadiyah yang terletak di kawasan Indonesia Timur, merupakan
perguruan tinggi muhammadiyah yang sedang berkembang dari tahun ke
tahun, minat masyarakat sangat respons memasukkan anak-anaknya untuk
dididik pada perguruan tinggi milik muhammadiyah ini. Sampai sekarang
pengembangan bangunan dan sarana prasarananya teah berlangsung dipacu
disebabkan oleh jumlah mahasiswa yang sangat meningkat secara signifikan.
Univesitas Muhammadiya Makassar didirikan pada tanggal 5 september
1963 yang merupakan cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Usia
Unismuh Makassar tahun 2010 telah mencapai 47 tahun, dan dengan
perkembangannya sampai sekarang telah memiliki 7 fakultas masing-masing
adalah : Fakultas Agama Islam, Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian,
Fakultas Teknin dan Fakultas Kedokteran.
Perjalanan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar telah
beberapa kali mengalami perpindahan, seiring dengan perkembangan yang
dialami oleh Universitas Muhammadiyah Makassar. Dari perkembangan
tersebut kampus pertama, kedua, dan ketiga berturut-turut pernah menjadi
47
48
pusat kegiatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Hal inilah yang
menyebabkan berpindahnya Perpustakaan Universitas Muhammadiyah
Makassar dari kampus pertama, kedua dan ketiga.
Sejarah berdirinya Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar
tidak terlepas dar sejarah berdirinya Universitas Muhammadiyah Makassar.
Kampus Unismuh awal perkembangannya berada di jalan Ranggong Dg.
Romo (kampus I) sekitar awal 1970 sebagai kampus pusat, disinilah cikal
bakal perpustakaan. Pada tahun 1985 dikembangkan kampus kedua yang
bertempat di jalan Mappaodang sitatahun 1986/1987 dirintis pembelin tanah
oleh pimpinan Unversitas bersama BPH di Tala’salapang jalan Sultan
Alauddin sebagai perisapan kampus III (sekarang bernomor 259) dan pada
tahun 1988/1989 dimulai pembangunan gedung A dan pertama kali
menempati adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada tahun 1990
dan ketika itu juga Universitas Muhammadiyah Makassar mendapat
kepercayaan mengelola D II PGSD dari Dikti Pusat, seiring dengan itu juga
pada tahun 1991 dimulai pembangunan gedung B dan selesai tahun 1992
danpertama kali menempati adalah Fakultas Ekonomi. Kemudian pada tahun
1994 perpustakaan pusat dipindahkan ke kampus III tepatnya di gedung B
lantai II selanjutnya pada tahun 1996 perpustakaan pusat dipindahkan ke
gedung Ma’had al-Birr kemudian pada tahun 2001 dipindahkan ke eks mesjid
kampus di lantai I Rektorat.
Sejak awal berdirinya Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar
masih menyatu dengan sekretariat administrasi, dan pada tahun 1977 sudah
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mulai mempunyai ruang tersendiri dan dikelola dengan sangat sederhana.
Berturut-turut dikelolah oleh Ibu Hasiah, kemudian Siri Dangnga, selanjutnya
Fatimah Tola dan Natsir Hamdat.
Perpustakaan Unismuh Makassar mengawali perkembangannya ketika
Drs. Sanusi AM, M.Si menjabat sebagai kepala Lembaga Perpustakaan dan
Penerbitan selama 17 tahun (1986-2002). Pada bulan Oktober 2002 peralihan
kepala perpustakaan dar Drs. Sanusi AM, MS.i ke Drs. Sunusi M sampai
sekarang (7 tahun lebih). Di bawah kepemimpinan perpustakaan Drs. Sanusi
M. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar mengalami
perkembanggan yang lebih pesat lagi. Dengan pengelolaan perpustakaan
secara manual meningkat menjadi pengelolaan perpustakaan ecara otomasi
yang berbasis teknologi komputer dengan mensggunakan program SIPISIS
pada tahun 2004, walaupun program ini sampai sekarang belum maksimal
penggunaannya sehingga sebahagian besar masih menggunakan sistem
manual.
2. Sejarah Universitas Muhammadiyah Makassar
Unismuh Makassar didirikan pada tanggal 19 juni 1963 sebagai cabang
dari Unismuh Jakarta mendirikan perguruan tinggi ini adalah sebagai realisasi
dari hasil Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan
Tenggara ke 21 di Kabupaten Bantaeng. Pendirian tersebut di dukung oleh
persyrikatan Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak dibidang
pendidikan dan pengajaran dakwah amar ma’ruf nahi munkar lewat surat
Nomor :E-61098/1963 tertanggal 22 Jurnadil Akhir 1394/12 juli 1963 M.
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Kemudian akte pendiriannya dibuat oleh notaris Nomor : 71 tanggal 19 juni
1963
Unismuh Makassar dinyatakan sebagai perguruan tinggi swasta terdaftar
sejak 1 oktober 1965 Unismuh Makassar  sebagai Perguruan Tinggi
Muhammadiyah (PTM) mengemban tugas dan peran yang sangat besar bagi
agama, bangsa dan negara baik di masa sekarang maupun di masa depan.
Selain posisinya sebagai salah satu PTM/PTS di kawasan Indonesia Timur
yang tergolong besar, juga padanya tertanam kultur pendidikan yang
diwariskan sebagai amal usaha Muhammadiyah. Nama Muhammadiyah yang
terintegrasi dengan nama Makassar memberikan harapan terpadunya budaya,
keilmuan dan nafas keagamaan. Dalam periode yang sangat menentukan
perfoma kedepan, Unismuh Makassar kini memiliki potensi yang signifikan,
modal yang cukup, dan akses yang luas dibuktikan dengan perluasan
kerjasama eksternal baik kepada instansi pendidikan, birokrasi, ekonomi
maupun sosial kemasyarakatan.
Disamping, semakin kuatnya jaingan internal antara PTM dan
Muhammadiyah sendiri dan tingkatan Nasional, Regional dan Lokal pada
awal berdirinya perguruan tinggi ini membuka dua fakultas yaitu fakultas Ilmu
Pendidikan dan Keguruan (menggunakan kurikulum yang sama dengan IKIP
Makassar) dan Fakultas Tarbiyah (menggunakan kurikulum yang sama dengan
IAIN Alauddin Makassar). Kedua fakultas yang ada terus dikembangkan yaitu
dengan membuka cabang dibeberapa kabupaten/kota di sulawesi selatan.
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3. Visi dan Misi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar
Visi dari Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu
“ Mempersiapkan sumber pembelajaran, informasi dan penelitian untuk
pengembangan insani beriman, bertakwa, berahlak mulia, beramal ilmiah dan
berilmu amaliah”.
Misi
a. Menyediakan lingkungan belajar yg berkualitas untuk pengembangan
pembelajaran yang unggul inovatif percaya diri dan produktif
b. Melestarikan, mengembangkan menemukan ilmu pengetahuan  dan
teknologi yang unggul dan terpercaya pada tahun 2024
c. Meneyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi untuk kemaslahatan umat
manusia baik lahiriah dan batiniah
d. Mempersiapkan insan yang bertakwa dan berakhlak ,mulia dengan amal
ilmiah dan ilmu alamiah
4. Struktur Organisasi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah
Makassar
Struktur Organisasi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah
Makassar Telah berdiri sendiri, akan tetapi berada naungan struktur
Universitas Muhammadiyah Makasssar. Dengan kepala perpustakaan
bertanggun jawab kepada pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar.
Adapun struktur  organisasi Lembaga Perpustakaan Universitas
Muhammadiyah Makassar adalah sebagai berikut :
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Fungsi dan wewenang perpustakaan Universitas  Muhammadiyah
Makassar  merupakan sub-bagian dalam lingkungan Universitas, dimana
perpustakaan tersebut berfungsi memberikan  jasa layanan informasi kepada para
sivitas akademika malalui koleksi yang dimilikinya.
Secara organisatoris Perpustakaan Universitas Muhammadiyah
Makassar, mengembangkan beberapa tugas pokok seperti apa yang tertuang
dalam pedoman organisasi Universitas Muhammadiyah Makassar.
Adapun tugas tersebut  adalah sebagai berikut:
a. Sebagai alat, tempat belajar  pembelajaran mahasiswa Universitas
Muhammadiyah Makassar.
b. Merawat dan memelihara bahan pustaka.
c. Menginventarisasi  bahan pustaka.
d. Membuat daftar  pengunjung
e. Membuat daftar peminjaman dan pengembalian buku dan lain-lain yang
dianggap penting.
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5. Sumber Daya Manusia (SDM) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah
Makassar
Tabel 3
Sumber Daya Manusia (SDM) Perpustakaan Universitas
Muhammadiyah Makassar
No Nama Pendidikan Jabatan
1. Drs.Sunusi M.,M.Pd. I S 2 Manajemen Kepala Perpustakaan
2. Nafisah Mantang, S.E. S 1 Ekonomi Kepala Tata Usaha
















Dra. Ira Bashira. R
S 1 Pendidikan Bagian Sirkulasi




S 1 Pendidikan Bagian Referensi
Sumber: Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2014.
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Pustakawan perpustakaan di Universitas Muhammadiyah Makassar terdiri atas
13 orang, diantaranya kepala perpustakaan, kepala bagian tata usaha, bagian
administrasi, bagian pengadaan dan pengolahan, bagian sirkulasi dan bagian
referensi, dengan jenjang pendidikan S 1 dan S 2. Namun melihat tabel di atas,
pustakawan yang ada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar ada
yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu di bidang Perpustakaan
6. Fasilitas Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar
a. Ruangan Perpustakaan
Suatu perpustakaan akan berhasil melaksanakan tugasnya sesuai dengan
fungsinya apabila didukung oleh sarana yang dikelola secara terpadu. Sarana
tersebut adalah gedung atau ruangan perpustakaan serta perlengkapannnya.
Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar menempati suatu
ruangan yang terletak di lantai I gedung Rektorat Unismuh Makassar. Ruangan
tersebut kurang lebih berukuran 15X 15 yang dikelilingi oleh ruangan-ruangan
lain. Menurut Memo Program Koordinatif Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi tahun 1984 kebutuhan ruang perpustakaan yang standar adalah 1,6 meter
persegi perpengguna perpustakaan. Sementara itu, jumlah pengguna dihitung
sebesar 25 % dari jumlah total pengguna (Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi, 2004: 125).
b. Perlengkapan perpustakaan
Perlengkapan dan kekayaan sarana dan prasarana di perpustakaan
Unismuh Makassar merupakan sarana yang dapat memperlancar dinamika
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pekerjaan, Adapun kekayaan sarana dan prasarananya dapat dilihat pada tabel




No Nama Barang Jumlah
1 AC 3 buah
2 Dispenser 1 buah
3 Galon  air 1 buah
4 Gantungan Surat Kabar 1 buah
5 Hetter Besar 1 buah
6 Jam Dinding 3 buah
7 Kereta Buku 3 buah
8 Kipas Angin Berdiri 1 buah
9 Kipas Angin Gantung 4 buah
10 Komputer 4 unit
11 Kursi Baca 94 buah
12 Kursi Pegawai 6 buah
13 Laci catalog 1 buah
14 Lemari Arsip 3 buah
15 Lemari Besi 1 buah
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16 Lemari Buku 14 buah
17 Meja Baca 25 buah
18 Meja Pegawai 6 buah
19 Mesin Ketik 1 buah
20 Papan Potensi 3 buah
21 Pemotong Kertas 1 buah
22 Printer 1 buah
23 Radio Tape 1 buah
24 Rak Buku 10 buah
25 Rak Majalah 2 buah
26 S scan Barcode 2 buah
27 Tempat Penitipan 2 buah
Tabel tersebut menggambarkan kekayaan perpustakaan unismuh Makassar,
melihat data tersebut kondisi yang demikian masih sangat kekurangan, baik sarana
maupun alat perlengkapan lainnya, terutama meja, kursi baca sangat tidak
seimbang dengan keadaan jumlah mahasiswa Unismuh Makassar.
a. Koleksi bahan pustaka
Koleksi bahan pustaka adalah termasuk unsur utama dalam penyelenggaraan
sebuah perpustakaan, sebab tanpa koleksi suatu perpustakaan tidak terlaksana
sdengan baik. Perpustakaan Unismuh Makassar mempunyai berbagai macam
bahan pustaka.
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Dilihat dari bentuk fisik publikasinya, koleksi bahan pustaka yang dimiliki
Perpustakaan Unismuh Makassar dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 5
Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar
No Jenis Koleksi Jumlah Judul Jumlah Eksamplar
01 Buku 6.557 19.671
02 Skripsi/Tesis 5.310 5.346
03 Majalah dan Jurnal 86 559
04 Surat Kabar 4 -
Jumlah 12.400 23.905
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Persepsi Pustakawan tentang Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan
Universitas Muhammadiyah Makassar
Persepsi merupakan tanggapam atau pendapat seorang pustakawan tentang
kode etik yang menjadi pedoman profesi tersebut. Berdasarakan dari hasil
penelitian yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah
Makassar pada tanggal 24 Oktober sampai 24 Nopember 2014.
Pada bab ini setelah informasi didapatkan dari hasil wawancara dengan
para informan, peneliti mewawancarai 3 orang informan yang terdiri dari
kepala perpustakaan dan pustakawan, selanjutnya peneliti akan memaparkan,
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menganalisis serta menyajikan hasil penelitian agar tujuan penelitian tercapai
berikut uraiannya :
a. Pemahaman pustakawan tentang kode etik pustakawan di Perpustakaan
Universitas Muhammadiyah Makassar
Kode etik pustakawan merupakan kumpulan kewajiban yang mengikat para
pustakawan untuk dipatuhi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan
kepada kepala perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar
menunjukkan bahwa “ kode etik merupakan aturan institusi atau lembaga yang
harus di patuhi oleh para pelaku profesi dan taat dalam menjalankannya”.
berbeda pula dengan yang diungkapkan oleh Ibu Nursinah, S. Hum bahwa
“Kode etik adalah pedoman atau pegangan yang berisikan aturan-aturan profesi
seperti pelayanan informasi kepada para pemustaka”.
Selanjutnya pendapat yang dikemukakan oleh saudara Magfirah S. Ip bahwa :
Kode etik adalah lembaga perpustakaan yang memiliki kode etik
secara kelembagaan itu sendiri yang ditetapkan oleh kepala
perpustakaan tentang bagaimana memahami etis dan etos
pustakawan untuk melayani, membina pemustaka dalam
berlembaga.
Berdasarkan pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa : kode
etik adalah pedoman atau pegangan yang berisikan kewajiban kewajiban
pustakawan yang harus dipatuhi dan taat dalam menjalankannya.
b. Peran kode etik dalam profesi pustakawan di Perpustakaan Universitas
Muhammadiyah Makassar
Peranan pustakawan dalam melayani penggunanya sangat beragam.
Misalnya  pada lembaga pendidikan seperti di perpustakaan perguruan tinggi,
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di samping berperan sebagai pustakawan dapat pula berperan sebagai dosen.
Hal ini dikemukakan oleh beberapa informan berikut ini yang pertama
tanggapan dari Bapak Sanusi, beliau mengatakan bahwa “ Sangat berguna bagi
aspek pelayanan, pengolahan dan untuk dunia perpustakaan itu sendiri”.
Tanggapan lain dari ibu Nursinah beliau mengemukakan bahwa :
Sangat penting, karena dengan kode etik pustakawan,
pustakawan dapat dianggap sebagai profesi dimana salah satu
persyaratannya suatu profesi harus memiliki kode etik.
Saudara Magfirah juga mengatakan pendapat yang sama namun dia
menambahkan bahwa “ Kode etik juga dapat menentukan sikap atau perilaku
sehingga mencerminkan ide dan wawasan dalam berlembaga”.
Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa informan di atas dapat
disimpulkan bahwa : kode etik pustakawan sanagt penting bagi suatu profesi
karena selain menjadi salah satu persyaratan yang dituntut pada pustakawan
sebagai profesi juga menjadi acuan moral bagi anggota dalam melaksanakan
profesinya.
c. Etika profesi bersifat universal atau tidak
etika profesi mampu dikatakan universal ketika etika profesi itu berlaku
menyeluruh disetiap aspek dan jenjang profesi itu sendiri.
Senada dengan Bapak Sunusi, Ibu Nursinah dan Magfirah
mengatakan hal yang sama yaitu bersifat universal atau umum
dan pada prinsipnya itu sama”.
Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa : etika profesi bersifat
universal dan pada prinsipnya sama. Sama-sama menjadi pedoman atau acuan
moral bagi anggotanya.
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d. Nilai-nilai etika profesi bersifat universal
Ada beberapa informan mengatakan bahwa nilai-nilainya bersifat universal
namun di luar negri lebih komprehensif dan lebih lengkap tapi isi dan
maknanya sama. Seperti yang diungkapkan berikut ini peneliti mencoba
menanyakan. Apakah etika profesi di suatu tempat atau negara berhubungan
dengan adat istiadat dan kultur yang berkembang di suatu masyarakat atau
tempat tertentu? “Menurut Bapak Sunusi, etika profesi bersifat universal
hanya saja di luar negri lebih lengkap tetapi isi dan esensinya sama”.
Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Nursinah. Dia menyatakan bahwa “
Etika profesi bersifat universal dan disesuaikan dengan budaya di masing-
masing tempat”.
Senada dengan yang di ungkapkan oleh bapak Sanusi dan Ibu Nursinah.
Magfirah mengemukakan bahwa “ Etika profesi nilai-nilainya bersifat
universal hanya saja di luar negri lebih lengkap tetapi isi dan maknanya sama”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa : Nilai-nilai
etika profesi bersifat universal hanya saja di luar negri lebih lengkap tetapi isi
dan maknanya sama.
e. Pemahaman pustakawan mengenai poin-poin yang ada di dalam kode etik
profesi
Dalam pembukaan kode etik indonesia yang menjadi alinea pertama yaitu
pengertian pustakawan itu sendiri, pustakawan indonesia adalah seorang yang
berkarya secara profesional di bidang perpustakaan dan dokumentasi, yang
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sadar pentingnya sosialisasi profesi pustakawan. Menurut  Bapak Sunusi
mengemukkan bahwa :
Pustakawan dalam melaksanakan tugas dan pengabdiannya perlu
diberikan kebebasan intelektual, seperti melahirkan karya
intelektualnya yang bermanfaat dibidang perpustakaan, dokumentasi
dan informasi”.
Pendapat yang lain diungkapkan oleh Ibu Nursinah bahwa “Setiap poin-poin
yang ada di dalam kode etik pustakawan mendorong para pustakawan untuk
memahami tanggung jawab mereka terhadap profesi”.
Senada dengan yang diungkapkan oleh ibu Nursinah, Magfirah
mengemukakan hal yang sama bahwa :
setiap poin-poin yang ada dalam kode etik juga mampu membentuk
karakter pustakawan sesuai dengan apa yang diharapkan namun pada
prakteknya masih banyak pustakawan yang belum
mengimplementasikan kode etik ke dunia kerja.
Berdasarkan dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa : Setiap poin-
poin dalam kode etik jika dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya
maka akan menciptakan yang namanya pustakawan profesional dan berbobot
dalam pengembangan bahan ilmu pengetahuan.
f. Jabatan pustakawan sebagai profesi
Pustakawan dikatakan sebuah profesi karena adanya sebuah jenjang karir
atau sebuah penciptaaan hasil dari konsep kerja yang dilakukan secara
sistematis.
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Adapun beberapa pendapat tentang jabatan pustakawan sebagai profesi.
Pertama, bapak Sanusi mengemukakan bahwa :
Pustakawan merupakan sebuah profesi karena adanya sebuah
tatanan kerja yang dilakukan secara berkelanjutan dan
berkesinambungan.
Kedua, ibu Nursinah mengemukakan bahwa :
Pustakawan mampu dikatakan sebagai profesi karena adanya pola
kinerja yang dihasilkan oleh beberapa individu yang bergelut
didalamnya walaupun profesi pustakawan tidak se popular profesi
guru dan dokter.
Ketiga, magfirah mengemukakan bahwa :
Pustakawan adalah sebuah profesi, karena pustakawan
melakukan hal yang secara berulang dan merupakan sebuah
kegiatan yang membutuhkan yang namanya profesionalisme dan
ketekunan.
Dari ketiga narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa : jabatan
pustakawan sebagai profesi dikarenakan pustakawan memiliki pola kerja
yang sistematis dan juga memiliki aturan atau kode etik dalam menjalankan
tugas. Bukan sekedar jabatan tapi juga sebuah tanggungjawab demi
terciptanya tujuan lembaga.
g. Tujuan kode etik pustakawan.
Pada dasarnya pedoman atau landasan sebuah kode etik merupakan
landasan sebuah profesi kerja agar dapat menciptakan kesinambungan kerja
dalam mencapai hasil yang maksimal.
Dari wawancara yang dilakukan ada beberapa pendapat diantaranya
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Pertama bapak Sanusi, beliau mengemukakan bahwa :
Salah satu tujuan kode etik adalah menjaga martabat dan moral
profesi yang  sikap dan tingkah laku anggotanya, mana yang harus
dilakukan mana yang tidak boleh dilakukan.
Informan kedua Ibu Nursinah, beliau mengemukakan bahwa
“Kode etik menjadi garis batas kinerja seorang pegawai perpustakaan atau
pustakawan dalam menjalankan tugasnya”.
Informan ketiga magfirah, saudara magfirah mengemukakan bahwa
“Kode etik harus dijadikan cerminan seorang pegawai perpustakaan dalam
menjlaankan kesehariaanya sebagai pustakawan”.
Berdasarkan dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa : kode etik
sangatlah berpengaruh terhadap pengembangan kerja pustakawan itu sendiri
selain sebagai pedoman juga sebagai hukum atau aturan dalam
mengembangkan tugas.
h. Pentingnya kode etik pustakawan bagi seorang pustakawan
Profesi adalah sesuatu yang tidak akan pernah terpisahkan yang namanya
kode etik.
Dari hasil wawancara ada tiga pendapat dari tiga nara sumber pertama bapak
Sanusi mengemukakan bahwa “Sangat penting, karena pustakawan kode etik
mampu membatasi pola kerja pustakawan agar lebih terarah dan efisien”.
Senada yang diungkapkan oleh bapak Sanusi, ibu Nursinah mengemukakan
hal yang sama, dia mengatakan bahwa :
Kode etik sangat penting, karena dalam bertugas pustakawan
harus memiliki landasan yang kuat (kode etik) sehingga mampu
menciptakan yang namanya profesionalisme kerja.
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Ketiga magfirah, dia mengemukakan bahwa :
Pustakawan tidak akan pernah lepas yang namanya kode etik karna
dengan kode etik mereka dapat membentuk karakter dan jiwa
pustakawan yang sebenarnya.
Berdasarkan dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa : kode etik
pustakawan akan terus melekat terhadap individu yang menyebut dirinya
seorang ahli pustaka atau pustakawn dikarenakan kode etik menjadikan
mereka sebagai profesi yang punya tatanan atau konsep yang jelas sehingga
mereka mampu mewujudkan pencapaian yang maksimal dalam bekerja.
2. Implementasi Kode Etik Pustakawan dalam Perilaku Pustakawan di
Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar
Implementasi merupakan suatu tindakan untuk menerapkan suatu kaidah,
nilai atau norma tertentu yang telah dipahami dan menjadi standar dalam
bertindak atau bersikap. Jadi, seperti yang  sudah dijelaskan di dalam Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Pustakawan Indonesia
bahwa kode etik profesi itu adalah :
a. Aturan tertulis yang harus di pedomani oleh setiap pustakawan dalam
melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan.
b. Etika profesi pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi,
diramalkan, dan diamanatkan oleh setiap pustakawan
c. Ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas kepada diri
sendiri, sesama pustakawan, pemustaka dan negara.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa kode etik ini, merupakan aturan yang menjadi
standar acuan oleh seorang pustakawan ketika dia menjalankan tugasnya secara
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professional dan tanggung jawab, maka kode etik tersebut perlu dijabarkan dan
diimplementasikan ke dalam perilaku pustakawan khususnya pustakawan yang
bekerja di perpustakaan Unismuh Makassar sehingga dapat dengan mudah
dilaksanakan dalam pelaksanaan tugasnya. Kode etik diimplementasikan ke
dalam berbagai kegiatan seperti:
1. Pelayanan di masyarakat
Tugas pokok pustakawan adalah memberikan layanan perpustakaan dan
informasi kepada pemustaka baik  mahasiswa di Unismuh itu sendiri maupun
mahasiswa dari universitas lain dengan bersikap ramah dan mengetahui
kemauan pengguna seperti :
2. Ramah dan mengetahui kemauan pemustaka
Seorang pustakawan harus bersikap sopan dan ramah baik kepada
pemustaka, rekan-rekan sejawat maupun kepada atasan. Sebagaimana yang
dikemukakan oleh beberapa pustakawan yang peneliti temui di perpustakaan
yang sempat penulis wawanacarai mengemukakan bahwa:
Bersikap ramah menunjukkan bahwa pustakawan berbudaya
bagaimanapun sibuknya harus tetap bersikap sopan dan ramah kepada
para pemustaka karena itu adalah tugas dari seorang pustakawan.
(Magfirah)
Tanggapan lain dari Ibu Nursinah dan Bapak Sanusi, beliau
mengemukakan bahwa:
Sebagai seorang pustakawan yang bergerak dalam bidang pelayanan
informasi harus mengimplementasikan ke dua sikap ini dalam
konsep kerja, selain itu seorang pustakawan harus  mengenal
karakter dari pemustaka , baik dari segi usia, jenis kelamin dan
pendidikan.
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Berdasarakan dari hasil wawancara dapat dismipulkan bahwa :
dalam penerapan kode etik pustakawan kepada pemustaka seorang
pustakawan dituntut untuk bersikap ramah dan mengetahui kemauan
pemustaka sehingga pemustaka dapat merasa nyaman dan minat
kunjung semakin meningkat.
3. Mau mendengarkan keluhan
Dalam melaksanakan prinsip pelayanan prima, pustakawan dituntut dapat
bersikap sabar dalam menghadapi berbagai keluhan masyarakat pemustaka.
Walaupun pustakawan sudah berusaha semaksimal mungkin dalam
memberikan pelayanan yang terbaik, kadang ada pula yang merasa masih
belum mendapatkan pelayanan yang memuaskan, bahkan bukan itu saja ada
yang merasa kecewa. Dalam hal ini, kewajiban pustakawan adalah
mendengarkan keluhan-keluhan mereka.
Dari beberapa informan mereka menanggapi hal yang sama
Pertama bapak sanusi menanggapi bahwa
Setiap keluhan dari pemustaka harus di tanggapi secara dewasa
karena keluhan mereka adalah masukan yang sangat berharga
bagi kita. Memang tidak semua keluhan harus dipenuhi namun,
dapat dijadikan bahan unstuk lebih bisa memperhatikan diri
bagi pustakawan.
Kedua  dari ibu Nursinah beliau mengatakan bahwa :
Dengan mendengarkan setiap keluhan dari pemustaka
pustakawan dapat mengetahui hal apa saja yang diinginkan oleh
para pemustaka, selain itu dapat meningkatkan pula jasa
pelayanan kepada pemusataka.
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Ketiga dari saudara Magfirah, dia mengatakan bahwa :
Dengan mendengarkan keluhan-keluhan dari pemustaka, pemustaka
akan merasa diperhatikan sehingga akan menumbuhkan sikap saling
pengertian yang dapat meningkatkan citra baru perpustakaan.
Berdasarkan dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa : dengan
mendengarkan keluhan-keluhan dari pemustaka, pustakawan dapat
mengetahui dan memahami apa keinginan pemustaka di samping itu,
pemustaka akan merasa diperhatikan sehingga akan meningkatkan citra baru





Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Perpustakaan Universitas
Muhammadiyah Makassar mengenai judul persepsi pustakawan tentang kode etik
pustakawan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar, maka dapat
disimpulkan bahwa :
1. Pada kenyataannya pustakawan yang bekerja di perpustakaan Universitas
Muhammadiyah Makassar belum melaksanakan tugas mereka sesuai dengan
kode etik pustakawan walaupun mereka sudah mengerti arti dari kode etik itu
sendiri.
2. Pustakawan masih minim pemahaman tentang kode etik sehingga belum
memaksimalkan penerapan atau pengimplementasian  dari kode etik profesi
dalam konsep kerja profesionalisme mereka.
B.  Saran-saran
Melihat persepsi pustakawan tentang kode etik pustakawan beberapa saran
yang dari penulis sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan yaitu:
1. Pustakawan seharusnya bisa memahami betul fungsi dan peran kode etik
pustakawan dengan pemahaman tersebut pustakiawan akan dapat melakukan
layanan yang terbaik bagi pemustaka.
2. Penerapan dari kode etik profesi belum maksimal baik dari segi pelayanan
kepada pemustaka maupun kepada teman sejawat sehingga harus ditingkatkan
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agar dapat memperbaiki kinerja yang dapat mengangkat citra, status dan
reputasi.
3. Pustakawan harus lebih meningkatkan kompotensinya dengan cara
meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang tinggi
sehingga pustakawan Indonesia dapat memberikan layanan kepada masyarakat
secara optimal.
4. Hendaknya pustakawan memiliki Standar Nasional Kompetensi Pustakawan
Indonesia (SNKPI)  dengan adanya standar tersebut diharapkan pustakawan
Indonesia dapat secara terus menerus meningkatkan pengetahuan,
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Lampiran 1
Nama :   Magfirah S.ip
Bagian : Referensi
PEDOMAN WAWANCARA
“ persepsi pustakawan tentang kode etik pustakawan di Perpustakaan Universitas
Muhammadiyah Makassar”
1. Bagaimana pemahaman anda tentang kode etik pustakawan?
2. Menurut anda apa peran kode etik profesi dalam profesi tersebut?
3. Menurut anda etika profesi itu bersifat universal atau tidak?
4. apakah etika profesi di suatu tempat atau negara berhubungan dengan adat
istiadat dan kultur yang berkembang di suatu masyarakat atau tempat
tertentu?
5. Bagaimana anda memahami setiap poin-poin yang ada di dalam kode etik
profesi?
6. Menurut anda bagaimana jabatan pustakawan sebagai profesi?
7. Menurut anda apa tujuan kode etik itu?
8. Menurut anda seberapa penting kode etik pustakawan bagi seorang
pustakawan?
9. Bagaimanakah proses pengimplementasian kode etik terhadap sikap
pustakawan kepada pemustaka?
Jawaban :
1. Menurut pemahaman saya kode etik itu seperti setiap lembaga
perpustakaan yang memiliki kode etik secara kelembagaan itu sendiri yang
ditentukan oleh kepala perpustakaan tentang bagaimana memahami etis
dan etos pustakawan untuk melayani, membina pemustaka dalam
kelembagaannya.
2. Perannya sangat penting dalam menentukan sikap atau perilaku sehingga
mencerminkan ide dan wawasan dalam berlembaga.
3. Universal, karna setiap lembaga memiliki kebijakan-kebijakan tersendiri
dalam menentukan kode etik yah walaupun pada prinsipnya tetap sama.
4. Iya sesuai.
5. Hmm…saya memahaminya seperti ini setiap poin-poin yang ada dalam
kode etik dapat membentuk karakter pustakawan walaupun pada
prakteknya masih banyak pustakawan yang belum mengimplementasikan
kode etik ke dunia kerja mereka
6. Pustakawan adalah sebuah profesi, karena saya rasa seorang pustakawan
itu membutuhkan yang namanya profesionalisme dan ketekunan”.
7. Tujuan kode etik setahu saya yaitu cerminan seorang pegawai
perpustakaan dalam menjalaankan kesehariaanya sebagai pustakawan
8. Sangatlah penting, Pustakawan tidak akan pernah lepas yang namanya
kode etik begitupun sebaliknya.
9. Haruslah bersikap ramah dan sopan agar pemustaka merasa nyaman
berkunjung ke perpustakaan selain itu mendenagrkan keluhan-keluhan
mereka dapat membuat pustakawan agar lebih meningkatkan pelayanan
kepada pemustaka.
Lampiran ke 2
Nama : Drs. Sanusi M., Mpd.i
Jabatan : Kepala Perpustakaan
PEDOMAN WAWANCARA
“ persepsi pustakawan tentang kode etik pustakawan di Perpustakaan Universitas
Muhammadiyah Makassar
1. Bagaimana pemahaman anda tentang kode etik pustakawan?
2. Menurut anda apa peran kode etik profesi dalam profesi tersebut?
3. Menurut anda etika profesi itu bersifat universal atau tidak?
4. apakah etika profesi di suatu tempat atau negara berhubungan dengan adat
istiadat dan kultur yang berkembang di suatu masyarakat atau tempat
tertentu?
5. Bagaimana anda memahami setiap poin-poin yang ada di dalam kode etik
profesi?
6. Menurut anda bagaimana jabatan pustakawan sebagai profesi?
7. Menurut anda apa tujuan kode etik itu?
8. Menurut anda seberapa penting kode etik pustakawan bagi seorang
pustakawan?
9. Bagaimanakah proses pengimplementasian kode etik terhadap sikap
pustakawan kepada pemustaka?
Jawaban :
1. Menurut saya pustakawan adalah kode etik merupakan aturan institusi atau
lembaga yang harus di patuhi oleh para pelaku profesi dan taat dalam
menjalankannya.
2. Kod e etik itu Sangat berguna bagi aspek pelayanan, pengolahan dan untuk
dunia perpustakaan itu sendiri.
3. Universal
4. Pustakawan dalam melaksanakan tugas dan pengabdiannya perlu diberikan
kebebasan intelektual, seperti melahirkan karya intelektualnya yang
bermanfaat dibidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi”.
5. Setiap poin-poin yang ada di kode etik merupakan kewajiban--kewajiban
yang berisikan tugas dan pengabdian seorang pustakawan.
6. pustakawan merupakan sebuah profesi karena adanya sebuah tatanan kerja
yang dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan
7. salah satu tujuan kode etik adalah menjaga martabat dan moral profesi yang
sikap dan tingkah laku anggotanya, mana yang harus dilakukan mana yang
tidak boleh dilakukan
8. Sangat penting, karena pustakawan kode etik mampu membatasi pola kerja
pustakawan agar lebih terarah dan efisien dengan kode etik tersebut.
9. Iya mereka bersikap ramah dan itu membuat pemustaka merasa betah dan
tidak sungkan kepada pustakawannya menanyakan sesuatu jikatau buku ada
informasi jika mereka membutuhkan buku tersebut.
Lampiran ke 3
Nama : Nursinah, S. Hum
Bag. Pengadaan dan pengolahan bahan pustaka
PEDOMAN WAWANCARA
“ persepsi pustakawan tentang kode etik pustakawan di Perpustakaan Universitas
Muhammadiyah Makassar
1. Bagaimana pemahaman anda tentang kode etik pustakawan?
2. Menurut anda apa peran kode etik profesi dalam profesi tersebut?
3. Menurut anda etika profesi itu bersifat universal atau tidak?
4. Apakah etika profesi di suatu tempat atau negara berhubungan dengan adat
istiadat dan kultur yang berkembang di suatu masyarakat atau tempat
tertentu?
5. Bagaimana anda memahami setiap poin-poin yang ada di dalam kode etik
profesi?
6. Menurut anda bagaimana jabatan pustakawan sebagai profesi?
7. Menurut anda apa tujuan kode etik itu?
8. Menurut anda seberapa penting kode etik pustakawan bagi seorang
pustakawan?
9. Bagaimanakah proses pengimplementasian kode etik terhadap sikap
pustakawan kepada pemustaka?
Jawaban :
1. Menurut pemahaman saya kode etik adalah Kode etik adalah pedoman
atau pegangan yang berisikan aturan-aturan profesi seperti pelayanan
informasi kepada para pemustaka yah supaya bagaimana yah bisa
menarik minat baca maksudnya disini jasa pelayanannya.
2. Sangat penting, karena dengan kode etik pustakawan, pustakawan dapat
di anggap sebagai profesi dimana salah satu persyaratannya suatu profesi
harus memiliki kode etik di dalamnya yang bisa mengikat anggota
profesi tersebut.
3. Universal
4. Etika profesi nilai-nilainya bersifat universal hanya saja di luar negri
lebih lengkap tetapi isi dan maknanya sama yah mungkin seperti itu
5. Setiap poin-poin yang ada dalam kode etik juga mampu membentuk
karakter pustakawan
6. Pustakawan mampu dikatakan sebagai profesi karena adanya pola
kinerja di dalamnya walaupun profesi pustakawan tidak se popular
profesi guru dan dokter
7. Tujuan kode etik yaitu Kode etik menjadi garis batas kinerja
8. Kode etik sangat penting, karena dalam bertugas pustakawan harus
memiliki landasan yang kuat (kode etik) sehingga mampu menciptakan
yang namanya profesionalisme kerja.
9. Sebagai seorang pustakawan yang bergerak dalam bidang pelayanan
informasi harus mengimplementasikan ke dua sikap ini dalam konsep
kerja, selain itu seorang pustakawan harus  mengenal karakter dari
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